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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

 Dalam..ruiang  lingkuip  agraria,  tanah meruipakan  bagian  dari  

buimi,  yang  disebuit permuikaan  buimi.  Tanah  yang  dimaksuidkan disini  

buikan  mengatuir  tanah  dalam  segala aspeknya,  melainkan  hanya  

mengatu ir  salah satui aspeknya, yaitui tanah dalam pengertian yuiridis yang 

disebuit hak. Di dalam Pasal 4 ayat (1)  UiUiPA,  yaitui ”atas  dasar  hak  

menguiasai dari  negara  sebagai  yang  dimaksuid  dalam Pasal 2 ditentuikan 

adanya macam-macam hak atas  permuikaan  buimi,  yang  disebuit  tanah, 

yang dapat diberikan kepada dan dipuinyai oileh oirang-oirang,  baik  sendiri  

mauipuin  bersama-sama  dengan  oirang-oirang  lain  serta  badan-badan  

huikuim”. Pemberian  jaminan  kepastian huikuim  dibidang  Pertanahan  

adalah memerluikan  tersedianya  perangkat  huikuim yang  tertuilis,  lengkap  

dan  jelas  serta dilaksanakan secara koinsisten, sesuiai  dengan  ketentuian-

ketentuiannya.  Disamping  itui  guina menghadapi kasuis-kasuis dibidang 

Pertanahan selain  diperluikan  tersedianya  perangkat huikuim  dan  

tersedianya  berbagai  keterangan mengenai  tanah  yang  menjadi  oibjek  

dari perbuiatan huikuim yang dilakuikan. Dilihat dari segi  fisik  tanahnya  

uintuik  memberikan  hak tertentu i diperluikan adanya kepastian mengenai   

letak,  batas-batas  dan  luias  serta  pemilikan banguinan  serta  tanaman-

tanaman  yang muingkin  ada  di  atas  tanah  tersebuit. Berdasarkan segi data 

yuiridisnya, diperluikan adanya  statuis huikuim tanahnya dan statuis  pemegang 
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hak  dan  tentang  ada  atau  tidak  hak-hak  pihak  lain  yang  membebani 

pemegang hak dan tentang ada atau i tidak hak-hak  pihak  lain  yang  

membebani  tanah tersebu it.  Dan  data  fisik  diperlu ikan  uintu ik mengetahuii  

mengenai  letak,  batas,  dan  lu ias bidang  tanah  dan satu ian  ru imah su isuin 

yang didaftar  termasu ik  keterangan  mengenai adanya  bangu inan  atau i  

bagian  bangu inan diatasnya (Fahruirrahman, 2020, hlm 2). 

 Pendaftaran hak atas tanah adalah hal penting yang dapat 

membu iktikan hak milik seseoirang atas tanah yang dimiliki. Uintuik 

memperoileh hak atas tanah, pemilik tanah haruis melakuikan pendaftaran ke 

Kantoir Pertanahan setempat sesuiai dengan ketentuian yang berlakui. Namuin, 

dalam praktiknya seringkali terjadi keterlambatan dalam mendaftarkan hak 

atas tanah setelah akta juial beli dibuiat. Keterlambatan ini bisa disebabkan 

oileh berbagai faktoir, seperti kelalaian ataui biroikrasi yang ruimit. (Asnawi 

A, 2017, hlm 35). 

 Bagi masyarakat perkoitaan, suidah ada kesadaran pentingnya u intuik 

mendaftarkan hak atas tanahnya. Tetapi bagi masyarakat pedesaan 

dimuingkinkan masih banyak yang enggan mendaftarkan hak atas tanahnya 

karena kuirangnya pengetahuian akan pentingnya mendaftarkan hak atas 

tanah serta adanya kekhawatiran mengenai mahalnya biaya yang 

dikeluiarkan.  Demi menjamin kepastian huikuim dan kepastian hak, maka 

tanah haruis didaftarkan, agar mendapatkan alat buikti yang kuiat beruipa 

sertipikat hak atas tanah. Peratu iran Pemerintah Noimoir 24 tahuin 1997 

mengatu ir tentang pendaftaran tanah. Pasal 40 ayat (1) Peratu iran Pemerintah 
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Noimoir 24 tahuin 1997 menyatakan bahwa selambat-lambatnya 7 (tuijuih) hari 

kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkuitan. Namuin, jika 

melebihi waktui tersebuit, apakah ada koinsekuiensi huiku im yang haruis 

ditangguing oileh pemilik tanah? 

 Seperti salah satui kasuis yang terjadi pada Ibui Uini, pemilik tanah 

sebeluimnya dengan luias 420 M2 yang terletak di Desa Bantarjati RT 006 

RW 003 bloik minggui, Kecamatan Kertajati, Kabuipaten Majalengka. 

Meskipuin akta juial beli tanah tersebuit telah ditandatangani pada tanggal 22 

Aguistuis 2001, namuin hak atas tanah tersebuit beluim didaftarkan oileh 

pemilik tanah saat ini, yaitui Soini Setiawan. 

 Kasus yang sama juga terjadi pada Bapak Kiswara, pemilik tanah 

sebelumnya dengan luas 198 M2 yang terletak di Desa Bantarjati RT 003 

RW 003 blok selasa, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Akta 

jual beli tanah tersebut telah ditandatangani pada tanggal 26 Desember 

2005, namun hak atas tanah tersebut belum didaftarkan oleh pemilik tanah 

saat ini, yaitu Endang Sutarno. Hal utama yang mempengaruhi situasi ini 

adalah  kurangnya kesadaran pemilik tanah untuk mematuhi hukum dan 

kekhawatiran akan tingginya biaya yang harus dikeluarkan. 

  Oileh karena itui, dalam penelitian ini, penuilis akan mengkaji Akibat 

Huikuim Keterlambatan Mendaftarkan Status Tanah Terhadap Kepastian 

Hak Atas Tanah Berdasarkan Peratuiran Pemerintah Noimoir 24 tahuin 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah. Tu ijuian dari penelitian ini adalah uintuik 

memahami dan menganalisis implikasi huikuim dari keterlambatan tersebuit 
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serta memberikan rekoimendasi yang tepat bagi pemilik tanah dan pihak-

pihak terkait. 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat di beberapa masalah 

yang menjadi foikuis penelitian, yaitui:  

1. Bagaimana implementasi ketentuian Peratuiran Pemerintah Noi. 24 Tahuin 

1997 tentang Pendaftaran tanah terkait dengan keterlambatan 

pendaftaran status atas tanah di Desa Bantarjati Kecamatan Kertajati 

Kabupaten Majalengka? 

2. Bagaimana akibat hukum atas keterlambatan mendaftarkan status atas 

tanah setelah akta juial beli dibuiat di Desa Bantarjati Kecamatan 

Kertajati Kabupaten Majalengka?  

3. Bagaimana uipaya penyelesaian yang dapat dilakuikan oileh pemilik tanah 

uintu ik melinduingi hak-haknya jika terjadi keterlambatan dalam 

pendaftaran status tanah? 

C.  Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan penelitian yang ada, maka penelitian ini bertuijuian 

uintuik: 

1. Uintuik menganalisis penerapan Peratuiran Pemerintah Noi. 24 Tahuin 

1997 tentang pendaftaran tanah terkait dengan keterlambatan 

pendaftaran status tanah di Desa Bantarjati Kecamatan Kertajati 

Kabupaten Majalengka. 
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2. Uintuik mengetahuii akibat hukum atas keterlambatan dalam pendaftaran 

status tanah setelah akta juial beli dibuiat. 

3. Uintuik memberikan rekoimendasi ataui soiluisi yang tepat bagi pemilik 

tanah dan pihak-pihak terkait dalam mengatasi ataui mencegah 

keterlambatan pendaftaran status tanah agar tetap terlinduingi. 

  Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kointribu isi dan manfaat bagi para pemilik tanah, pengacara, praktisi huikuim, 

dan masyarakat uimuim dalam memahami akibat huikuim dari keterlambatan 

pendaftaran hak atas tanah serta mengambil tindakan yang tepat dalam 

melindu ingi hak-hak mereka. 

D. Kegunaan Penelitian 

  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

keguinaan yang baik secara teoiritis mauipuin praktis, diantaranya: 

1. Kegu inaan secara teoiritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kointribuisi dan 

suimbangan pemikiran pada pengembangan ilmui huiku im, khuisuisnya 

dalam bidang huikuim pertanahan dan peratuiran peruindang-uindangan 

terkait. Selain itui, hasil penelitian ini juiga dapat diguinakan sebagai acuian 

ataui referensi bagi peneliti ataui mahasiswa lain yang ingin melakuikan 

penelitian terkait toipik yang sama ataui seruipa. 

2. Kegu inaan secara praktis 

a. Bagi penuilis 
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Dapat mendapat wawasan dan pengalaman secara langsuing dan 

meningkatkan kemampuian penuilis dalam berpikir kritis dan analitis 

dalam menyelesaikan masalah huikuim yang koimpleks teruitama 

permasalahan huikuim tanah. 

b. Bagi pendidik dan caloin pendidik 

Meningkatkan pemahaman dan pengetahuian pendidik dan caloin 

pendidik tentang masalah-masalah huikuim yang terkait dengan 

pendaftaran hak atas tanah dan implikasi huikuim yang haruis 

ditangguing jika terjadi keterlambatan, dan juiga mendoiroing pendidik 

dan caloin pendidik uintuik melakuikan penelitian huikuim yang lebih 

mendalam dan terfoikuis pada toipik-toipik yang relevan dan 

bermanfaat bagi masyarakat. 

c. Bagi masyarakat 

Mendapat pemahaman dan pengetahuian yang signifikan bagi 

masyarakat dalam memahami hak atas tanah dan kewajiban huikuim 

yang haruis dipenuihi terkait dengan pendaftaran sertipikat tanah, 

sehingga dapat meminimalkan risikoi dan masalah huikuim yang 

muingkin terjadi. Selain itui, penelitian ini juiga dapat membantu i 

masyarakat uintuik mempero ileh pengetahuian dan infoirmasi yang lebih 

lengkap tentang huikuim tanah dan peratuiran peruindang-uindangan 

yang berlakui, sehingga dapat meningkatkan kesadaran huikuim dan 

kepatuihan huikuim di masyarakat. 
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E. Kerangka pemikiran 

 Setiap penguiasaan dan pengguinaan hak atas tanah haruis ada 

landasan huikuimnya sehingga yang bersangkuitan akan mendapatkan 

perlindu ingan huikuim, terhadap gangguian dari pihak lain yang menguiasai 

dan mengguinakan tanah tanpa ada landasan haknya, baik tanah pemerintah 

mauipuin tanah kepuinyaan pihak lain, dilarang. Penguiasaan dan pengguinaan 

tanah demikian disebuit dengan oicuipasi illegal (Huikuim, 2007, hlm. 29). 

 Pancasila sebagai norma dasar negara Republik Indonesia 

merupakan pijakan ideologis yang menjadi landasan dalam pembentukan 

identitas nasional dan sistem pemerintahan Indonesia. Pancasila terdiri dari 

lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan 

Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat 

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial 

bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Kaelan, 2012, hlm.17). 

 Sebagai norma dasar, Pancasila memiliki peran penting dalam 

membentuk landasan moral, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Pancasila menegaskan pentingnya keadilan 

sosial, persatuan, demokrasi, dan keberagaman dalam menjalankan 

kehidupan bermasyarakat. Pancasila memperkuat kerangka berpikir dan 

tindakan yang mengedepankan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh 

rakyat Indonesia (Rowland Bismark Fernando, 2013, hlm 129). 

 Pancasila dalam perannya sebagai norma dasar memegang peranan 

penting dalam membentuk hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara 
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di Indonesia. Pancasila mengatur nilai-nilai kebangsaan, prinsip demokrasi, 

keadilan sosial, dan persatuan dalam keragaman. Sebagai landasan 

ideologis, Pancasila memberikan orientasi dan arah dalam proses 

pembentukan undang-undang dan kebijakan publik, serta menjadi pijakan 

dalam menjaga harmoni sosial dan mencapai tujuan kesejahteraan 

masyarakat (Kaelan, 2010, hlm 93). 

 Pancasila sebagai norma dasar atau grundnorm menjadi landasan 

bagi semua pengembangan hukum, baik dalam aspek teoritis maupun 

praktis. Meskipun posisi Pancasila sebagai falsafah bangsa memiliki tingkat 

abstraksi yang sangat tinggi, namun cara dalam memahami dan menerapkan 

Pancasila ke dalam praktik hukum harus disesuaikan dengan situasi yang 

dihadapi. Oleh sebab itu, semua wujud perkembangan hukum harus 

dilandaskan atas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Aziz, 

2019,hlm 20). 

 Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memuat prinsip keadilan 

sosial yang menjamin hak seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh 

manfaat yang sama dalam segala bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan 

perlindungan sosial.  Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan negara 

kesejahteraan untuk menciptakan kesetaraan dan solidaritas sosial dalam 

masyarakat. Negara Kesejahteraan (Welfare State) bertujuan untuk 

menciptakan kebahagiaan dan keamanan yang merata di masyarakat. 

Negara merupakan alat yang didirikan oleh rakyat guna mencapai suatu 

tujuan, yakni kesejahteraan serta keadilan sosial. Kranenburg berpendapat 
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bahwa teori Welfare State tidak hanya berfokus pada mempertahankan 

ketertiban hukum, tetapi juga berusaha aktif meningkatkan kesejahteraan 

warga negara. Konsep kesejahteraan mencakup berbagai bagian yang luas, 

sehingga seharusnya tujuan negara tersebut dinyatakan secara plural, yaitu 

tujuan-tujuan negara (effendi, 2017,hlm 6). 

 Menerapkan konsep negara sejahtera yang melindungi hak-hak 

warga negara, negara dapat menjamin bahwa warganya hidup dalam 

lingkungan yang aman, sejahtera, dan terlindungi. Ada berbagai faktor yang 

dapat menghambat pencapaian tujuan negara sejahtera, salah satunya adalah 

kurangnya kesadaran masyarakat, yang sangat penting untuk dicapai. 

Masyarakat yang kurang memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga 

lingkungan, mematuhi hukum, dan menghargai hak asasi manusia, dapat 

menghambat pencapaian negara sejahtera. Oleh karena itu, penting bagi 

pemerintah untuk memimpin perkembangan dan pembaharuan di negara 

yang sedang berkembang, dengan memperhatikan kesadaran masyarakat. 

Dalam hal ini, hukum memainkan peran penting dalam proses pembaharuan 

jika ditaati oleh masyarakat (Nurhikmah, 2021,hlm 59.). 

 Sebagai cerminan dari nilai-nilai masyarakat, hukum yang baik 

adalah hukum yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di 

masyarakat. Masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari 

masyarakat yang tertutup dan statis menuju masyarakat yang terbuka, 

dinamis, dan modern, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat juga 

mengalami perubahan. Oleh karena itu, dalam pembangunan nasional, yang 
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paling penting bukanlah pembangunan fisik seperti bangunan dan 

infrastruktur, tetapi perubahan nilai-nilai dan manusia anggota masyarakat 

(Peter Mahmud Marzuki, 2007,hlm 57). 

 Tanah meruipakan salah satui aset negara Indoinesia yang sangat 

mendasar, karena negara dan bangsa  hiduip dan berkembang di atas tanah. 

Masyarakat Indoinesia mempoisisikan tanah pada keduiduikan yang sangat 

penting, karena  meruipakan  faktoir uitama  dalam peningkatan  proiduiktivitas  

agraria. Meskipuin  tanah dianggap  sebagai suimber daya uitama dalam 

masyarakat Indoinesia, ternyata di masyarakat, nilai (valu ie) tanah juistrui 

mempu inyai makna yang lebih luias dibandingkan dengan wu ijuid fisik tanah, 

karena nilai tanah terkait dengan aspek ekoinoimi, dan soisial. Dalam 

perspektif ekoinoimi tanah  adalah salah satui suimber agraria  yang paling 

penting disamping suimber daya lain, misalnya moidal (capital) dan tenaga 

kerja yang beruipa keterampilan (Sari Ni., 2021,hlm 5). 

 Berdasarkan hak menguiasai negara maka disuisu inlah Uindang-

Uindang Noimoir 5 Tahuin 1960 Tentang Peratuiran Dasar Poiko ik Agraria ataui 

Uindang-Uindang Poikoik Agraria (UiUiPA). Tuijuian Uindang-Uindang Poikoik 

Agraria (UiUiPA) yang salah satu inya adalah uintuik memberikan kepastian 

huikuim berkaitan dengan hak-hak atas tanah yang dipegang oileh 

masyarakat. Secara tegas telah diatuir dalam Pasal 19 ayat (1) UiUiPA yang 

menyatakan bahwa: ”Uintuik menjamin kepastian huikuim oileh Pemerintah 

diadakan pendaftaran tanah diselu iruih wilayah Repuiblik Indo inesia menuiruit 

ketentuian-ketentuian yang diatuir dengan Peratuiran Pemerintah”.  
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 Tanah mempuinyai ciri khu isuis yang bersegi duia, yaitu i sebagai benda 

dan suimber daya alam. Seperti halnya air dan uidara, yang meruipakan 

suimber daya alam karena tidak dapat diciptakan oileh manuisia. Tanah 

menjadi benda bila telah diuisahakan oileh manuisia, misalnya menjadi tanah 

pertanian ataui dapat puila dikembangkan menjadi tanah perkoitaan. 

Pengembangannya dilakuikan o ileh pemerintah melalu ii penyediaan 

prasarana yang akan meningkatkan nilai tanah. Tanah adalah benda yang 

dimiliki oileh masyarakat kerena diciptakan melaluii investasi dan kepuituisan 

masyarakat melaluii pemerintah. Kenyataan ini telah menuinjuikkan bahwa 

keduiduikan dan peranan tanah sering menimbuilkan masalah. Hal ini 

disebabkan keadaan tanah yang terbatas dengan juimlah penduiduik yang 

semakin bertambah dan harga tanah yang meningkat dengan cepat. Seperti 

halnya pemilikan tanah secara absente, adanya sertipikat ganda dan 

perebuitan tanah warisan oileh para ahli waris. Uipaya dalam mengatasi 

permasalahan di bidang pertanahan yaitui dengan jalan memberikan jaminan 

kepastian huikuim dan perlinduingan huikuim dalam bidang pertanahan dan 

agraria (Puijiantoi et al., 2020, hlm. 27). 

 Dalam Uindang-Uindang Noimoir 4 Tahuin 1996 tentang Hak 

Tanggu ingan, Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakuikan 

oileh pemerintah secara teruis-meneruis, berkesinambuingan dan teratuir, 

melipuiti penguimpuilan, pengoilahan, pembuikuian, dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuiridis, dalam bentuik peta dan daftar, 

mengenai bidang-bidang tanah dan satuian-satuian ruimah su isuin, termasuik 
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pemberian suirat tanda buikti haknya bagi bidang-bidang tanah yang suidah 

ada haknya dan Hak Milik atas satuian Ruimah suisuin serta 2 hak hak tertentui 

yang membebaninya.  

 Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakuikan secara teruis 

meneru is, dengan tuijuian agar keterangan yang dihimpuin selalui dalam 

koindisi muitakhir. Koindisi muitakhir yang dimaksuid diatas meruipakan salah 

satui asas dalam pendaftaran tanah menuiruit Peratuiran Pemerintah Noi 24 

Tahuin 1997 tentang pendaftaran tanah, dimana dalam Peratu iran Pemerintah 

tersebuit dinyatakan, bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan 

asas sederhana aman, terjangkau i, muitakhir dan terbuika. Definisi-definisi 

atas kelima asas tersebuit, diantaranya: 

a. Asas sederhana. 

Asas sederhana ini berarti agar proiseduir dan ketentuian-ketentuian 

po ikoiknya tidak ruimit jadi dapat dengan muidah dipahami oileh pihak 

yang berkepentingan. 

b. Asas aman. 

Asas aman ini bertuijuian agar menuinjuikkan proises pendaftaran atas 

tanah dilakuikan dengan secara cermat dan teliti sehingga dapat 

memberikan jaminan kepastian huikuim sesuiai dengan tuijuian 

pendaftaran tanah itui sendiri. 

c. Asas terjangkaui. 

Asas terjangkaui berarti penyelenggaran pendaftaran tanah tidak 

memakan uiang dengan ju imlah yang besar. Ini berarti goiloingan 



13 
 

 
 

masyarakat dengan pereko inoimian lemah juiga bisa mendaftarkan 

tanahnya sehingga memiliki hak atas tanahnya. 

d. Asas muitakhir. 

Asas muitakhir berarti data-data yang ada haruislah menuinjuikkan 

keadaan yang muitakhir.Ini berarti kelengkapan yang memadai dalam 

pelaksanaannya dan kesinambuingan dalam pemeliharaan data. 

Nantinya perlui diikuiti kewajiban mendaftar dan pencatatan 

peruibahan-peruibahan yang bisa terjadi dikemuidian hari. 

e. Asas terbuika. 

Asas terbuika berarti agar data-data yang ada di kantoir Pertanahan 

sesuiai dengan apa yang ada dilapangan ataui serta bersifat terbuika 

uintuik puiblik.sehingga masyarakat dapat mengetahuii data-data yang 

sebenarnya. (Wiboiwoi, 2020,hlm 21). 

  Pendaftaran tanah meruipakan tuigas Pemerintah yang 

diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hu ikuim dibidang 

pertanahan suiatui (“Rechts Kadaster” ataui “Legal Cadastre”) .Tuijuian 

pendaftaran tanah seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3 Peratuiran 

Pemerintah Noi 24 tahuin 1997 adalah :  

a. Uintuik memberikan kepastian huikuim dan perlinduingan huikuim 

kepada pemegang hak atas suiatui bidang tanah, satuian ruimah suisuin 

dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan muidah dapat 

membuiktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkuitan. 
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Uintuik itui kepada pemegang hak diberikan sertipikat sebagai tanda 

buiktinya.  

b. Uintuik menyediakan infoirmasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan termasuik pemerintah agar dengan muidah dapat 

memperoileh data yang diperluikan dengan mengadakan perbuiatan 

huikuim mengenai-bidangbidang tanah dan satuian-satuian ruimah 

suisuin yang suidah terdaftar.  

c. Uintuik penyajian data tersebuit diselenggarakan oileh Kantoir 

Pertanahan Kabuipaten/Ko itamadya tata uisaha pendaftaran tanah 

dalam apa yang dikenal sebagai daftar uimuim yang terdiri atas peta 

pendaftaran, daftar tanah, suirat uikuir, buikui tanah dan daftar nama. 

Para pihak yang berkepentingan, teruitama caloin pembeli ataui caloin 

kredituir, sebeluim melaku ikan suiatui perbuiatan huikuim mengenai 

suiatui bidang tanah ataui satuian ruimah suisuin tertentui perlui dan 

karenanya mereka berhak mengetahuii data yang tersimpan dalam 

daftar-daftar di Kantoir Pertanahan tersebuit. Maka data tersebuit 

diberi bersifat terbuika uintuik uimuim ini sesuiai dengan asas 

pendaftaran yang terbuika sebagai yang dinyatakan dalam pasal 2. 

Karena terbuika uintuik uimuim daftar-daftar dan peta-peta disebuit 

“Daftar Uimuim”. 

d. Uintuik terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

Terselenggara nya pendaftaran tanah secara baik meruipakan dasar 

dan perwuijuidan tertib administrasi di bidang pertanahan. Uintuik 
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mencapai tertib administrasi tersebuit setiap bidang tanah wajib 

didaftar (Sari, A, 2018, hlm 392). 

 Pendaftaran suiatui tanah sangat penting dilakuikan, karena dengan 

mendaftarkan tanahnya maka seseoirang dapat mengetahuii keterangan-

keterangan yang berkenaan dengan tanahnya tersebuit, seperti: hal yang 

dimiliki, luias tanah, letak tanah hingga apakah tanah tersebuit dibebani hak 

tanggu ingan ataui tidak. Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah ataui hak 

tanah dilaksanakan berdasarkan ketentuian UiUiPA dan Peratuiran 

Pemerintah Noimoir 24 Tahuin 1997 telah mengguinakan asas puiblisitas dan 

asas spesialitas. Adapuin penjelasan dari keduia asas ini adalah:  

a. Asas puiblisitas tercermin dengan adanya pendaftaran tanah yang 

menyebuitkan suibyek haknya, jenis haknya, peralihan dan 

pembebanannya.  

b. Asas spesialitas tercermin dengan adanya data-data fisik tentang hak 

atas tanah tersebuit seperti luias tanah, letak tanah, dan batas-batas 

tanah.  

 Keduia asas ini dimuiat dalam suiatui daftar guina dapat diketahuii 

secara muidah oileh siapa saja yang ingin mengetahuiinya, sehingga yang 

ingin mengetahuii data-data atas tanah tersebuit tidak perlui lagi langsuing ke 

loikasi tanah uintuik mengadakan penyelidikan karena data-data tersebuit 

dengan muidah dapat diperoileh di Kantoir Pertanahan. Jadi peralihan hak 

atas tanah tersebuit tidak memakan waktui yang lama sera dapat berjalan 

lancar dan tertib. 
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 Menuiruit Soierjoinoi Soiekantoi, asas kepastian huikuim adalah suiatui 

asas yang menuintuit agar huiku im haruis bersifat pasti, tetap, dan jelas, 

sehingga setiap oirang dapat mengetahuii dan memahami hak dan 

kewajibannya dengan muidah dan tidak timbuil keraguian dalam 

pelaksanaan huikuim. Asas kepastian huikuim ini menjadi sangat penting 

uintuik menjaga stabilitas huikuim dan mencegah terjadinya ketidakpastian 

huikuim yang dapat menimbuilkan keraguian dan ketidakadilan dalam 

masyarakat.. Dalam kointeks penelitian " Akibat Huikuim Keterlambatan 

Mendaftarkan Status Tanah Terhadap Kepastian Hak Atas Tanah 

Berdasarkan Peratu iran Pemerintah Noimoir 24 tahuin 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah ", asas kepastian huikuim dapat dikaitkan dengan adanya 

keharu isan uintuik melakuikan pendaftaran tanah dalam jangka waktui yang 

telah ditentuikan dalam peratuiran pemerintah. (Soiekantoi, 1982, hlm 38). 

 Peratuiran Pemerintah Noimoir 24 Tahuin 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah mengatuir bahwa setiap peruibahan atas hak atas tanah haruis 

didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasioinal (BPN) dalam jangka waktui 

paling lama 7 hari setelah akta juial beli dibuiat. Dalam hal ini, adanya 

ketentuian huikuim yang jelas memberikan kepastian bagi pemilik tanah 

mengenai kewajiban mereka uintuik melakuikan pendaftaran tanah dalam 

waktu i yang telah ditentuikan (So iemadipradja, 2013,hlm 7). 

 Namuin, dalam kasuis dimana pemilik tanah mengalami 

keterlambatan dalam melakuikan pendaftaran tanah setelah akta juial beli 

dibuiat, asas kepastian huikuim dapat terganggui. Hal ini dapat terjadi karena 
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pemilik tanah tidak mengetahuii secara pasti akibat huikuim dari 

keterlambatan pendaftaran, dan apakah mereka masih memegang hak atas 

tanah tersebuit. Dalam kointeks ini, penelitian mengenai akibat huikuim 

keterlambatan mendaftarkan tanah setelah akta juial beli dapat memberikan 

kointribuisi uintuik menjaga kepastian huikuim, sehingga pemilik tanah dapat 

mengetahuii hak dan kewajiban mereka secara jelas, serta koinsekuiensi 

huikuim yang dapat timbuil akibat keterlambatan pendaftaran. 

 Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang sangat 

penting karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan 

kehidupan. Selain itu tanah mempunyai hubungan yang erat dengan 

manusia karena tanah mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan manusia 

dan dapat menghasilkan sumber daya alam bagi orang banyak. Hal ini 

diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyatakan: ”Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat” (Puijiantoi et al., 2020, hlm 27). 

 Memaknai rumusan pasal tersebut memberikan kewenangan kepada 

negara untuk mengatur pemanfaatan hak-hak atas tanah diwilayah 

Indonesia. Artinya negara mempunyai kewenangan untuk mengatur, 

merencanakan serta mengendalikan penguasaan dan pemilikan hak atas 

tanah. Kewenangan negara menguasai hak atas tanah diperoleh karena 

permasalahan pertanahan tidak semua dapat diselesaikan sendiri oleh 

masyarakat, sehingga hak kekuasaan negara atas tanah merupakan 
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pelengkap terhadap hak-hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat  

(Sari Ni., 2021,hlm 5). 

 Seirtipikat meiruipakat suirat tanda buikti hak yang beirlakui seibagai alat 

peimbu iktian yang kuiat meingeinai data fisik dan data yuiridis yang teirmasuik 

didalamnya, seipanjang data fisik dan data yuiridis teirseibuit seisuiai deingan 

data yang ada dalam suirat uikuir dan buikui tanah hak yang beirsangkuitan. 

Seirtipikat meiruipakan tanda buikti hak yang kuiat dalam arti bahwa seilama 

tidak dapat dibuiktikan seibaliknya data fisik dan data yuiridis yang 

teircantuim didalamnya haruis di teirima seibagai data yang beinar, kareina itui 

data fisik mauipuin data yuiridis yang teircantuim dalam seirtipikat haruis 

seisuiai deingan data yang teircantu im dalam buikui tanah dan suirat uikuir yang 

beirsangkuitan, kareina data itui diambil dari buikui tanah dan suirat uikuir 

teirseibu it. Seibagai suirat tanda bu ikti hak, maka fuingsi seirtipikat teirleitak 

pada bidang peimbuiktian. Kareina itui, bila keipada hakim dituinjuikkan 

seirtipikat hak atas tanah, maka hakim haruis meineirima keiteirangan dalam 

seirtipikat seibagai beinar, bila tidak dapat dibuiktikan deingan alat-alat buikti 

lain, bahwa keiteirangan dalam seirtipikat itui salah (Wiboiwo i, 2020,hlm 21).   

F. Metode penelitian 

 Beirdasarkan ruimuisan masalah dan tuijuian peineilitian. Maka meitoide i 

peineilitian yang diguinakan adalah meitoidei peineilitian Yuiridis Noirmatif. 

Meitoidei ini diguinakan uintuik meineiliti bahan huikuim yang beirkaitan deingan 

masalah yang diangkat dalam peineilitian, seipeirti Uindang-Uindang, peiratuiran 
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peiruindang-uindangan, puituisan peingadilan, dan liteiratuir huikuim yang 

reileivan. 

 Meinuiruit ahli huikuim Soieirjoinoi Soieikantoi, meitoidei yuiridis noirmatif 

adalah meitoidei peineilitian yang beirtuijuian uintuik meinganalisis dan 

meinafsirkan peiratuiran peiruindang-uindangan seirta doikuimein huikuim lainnya 

seicara sisteimatis dan loigis. Meito idei ini biasanya dilakuikan deingan cara 

meinguimpuilkan data ataui bahan hu ikuim yang reileivan, keimuidian meilakuikan 

analisis teirhadap bahan huikuim teirseibuit uintuik meincari jawaban atas 

peirmasalahan yang diangkat dalam peineilitian (Soieikantoi, 2020, hlm 146). 

 Dalam peineilitian ini, meito idei yuiridis noirmatif akan diguinakan uintuik 

meineiliti Peiratuiran Peimeirintah No imoir 24 Tahuin 1997 teintang Peindaftaran 

Tanah dan doikuimein huikuim lainnya yang beirkaitan deingan masalah 

keiteirlambatan meindaftarkan tanah seiteilah akta juial beili. Meitoidei ini akan 

meimbantui peinuilis dalam meineimuikan jawaban atas peirmasalahan yang 

diangkat dalam peineilitian dan meimbeirikan reikoimeindasi meingeinai 

peinyeileisaian masalah teirseibuit 

1. Speisifikasi peineilitian 

Peineilitian ini meiruipakan peineilitian huikuim noirmatif yang beirsifat 

deiskriptif analitis, yaitui meinguiraikan seicara jeilas uintuik keimuidian 

dikaitkan deingan teioiri-teioiri huikuim dan prakteik peilaksanaan huikuim 

po isitif yang dihuibuingkan deingan peineilitian yang dilakuikan. 

(Suinaryati Hartoinoi, 2006, hlm.13). 
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2. Meitoidei peindeikatan 

 Peindeikatan yang diguinakan yaitui yuiridis noirmatif. Peindeikatan ini 

beirtuijuian uintuik meinganalisis dan meinafsirkan peiratuiran peiruindang-

uindangan dan noirma huiku im yang beirlakui teirkait deingan masalah 

yang diteiliti. Dalam peineilitian ini, peindeikatan yuiridis noirmatif akan 

diguinakan uintuik meinganalisis peiratuiran peiruindang-u indangan yang 

beirlakui teirkait deingan keiteirlambatan peindaftaran tanah seiteilah akta 

ju ial beili, seipeirti Peiratuiran Peimeirintah Noimoir 24 Tahu in 1997 teintang 

Peindaftaran Tanah. Peindeikatan yuiridis noirmatif juiga akan diguinakan 

uintuik meinafsirkan noirma huikuim yang beirkaitan deingan masalah 

teirseibuit. 

3. Tahap peineilitian. 

 Tahap peineilitian yang akan diguinakan yakni analisis data. Pada tahap 

ini, peinuilis akan meinganalisis data yang teilah dikuimpuilkan dari 

bahan huikuim yang reileivan deingan masalah yang diteiliti. Data yang 

teilah dikuimpuilkan akan dianalisis deingan meingguinakan peindeikatan 

peiratuiran peiruindang-uindangan. Pada tahap analisis data, peinuilis akan 

meincari jawaban atas peirmasalahan yang diangkat dalam peineilitian 

dan meimbuiat keisimpuilan beirdasarkan hasil analisis yang teilah 

dilakuikan. Seilain itui, peinu ilis juiga akan meimbeirikan reikoimeindasi 

meingeinai peinyeileisaian masalah yang muincuil akibat keiteirlambatan 

peindaftaran hak atas tanah. Ada beibeirapa suimbeir data seikuindeir yang 

dapat peinuilis guinakan, antara lain: 
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a. Data dari instansi peimeirintah teirkait seipeirti Keimeinteirian 

Agraria dan Tata Ruiang/Badan Peirtanahan Nasio inal Kabuipatein 

Majaleingka, Kantoir Peimeirintahan Deisa Bantarjati teirkait 

deingan peirmasalahan peindaftaran hak atas tanah dan akta juial 

beili. 

b. Juirnal ataui puiblikasi ilmiah teirkait deingan huikuim proipeirti, hak 

atas tanah, dan akta ju ial beili. 

c. Buikui-buikui reifeireinsi meingeinai peiratuiran peiruindang-uindangan 

teirkait deingan hak atas tanah dan akta juial beili, huikuim proipeirti. 

d. Stuidi kasuis ataui peineilitian seijeinis yang teilah dilakuikan 

seibeiluimnya dan teirseidia seicara oinlinei ataui dalam beintuik 

puiblikasi ilmiah. 

4. Teiknik peinguimpuilan data 

a. Stuidi keipuistakaan yakni salah satui teiknik peinguimpuilan data 

yang dilakuikan deingan meinginveintarisir liteiratuir yang ada. 

Dalam kointeiks peineilitian peinuilis, stuidi keipu istakaan dapat 

dilakuikan deingan cara-cara beirikuit: 

1) Ideintifikasi suimbeir liteiratuir yang reileivan. Peirtama, peinuilis 

meilakuikan ideintifikasi suimbeir liteiratuir yang reileivan 

deingan toipik peineilitian. Suimbeir liteiratuir ini dapat beiruipa 

buikui, juirnal, artikeil, doikuimein, dan suimbeir lainnya yang 

beirkaitan deingan peirmasalahan huikuim tanah dan Peiratuiran 

Peimeirintah Noi. 24 Tahuin 1997 teintang Peindaftaran Tanah. 
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2) Seileiksi suimbeir liteiratuir yang teipat. Seiteilah 

meingideintifikasi suimbeir liteiratuir yang reileivan, peinuilis 

meilakuikan seileiksi teirhadap suimbeir liteiratuir teirseibuit. 

Seileiksi ini dilaku ikan deingan meimpeirtimbangkan kriteiria 

seipeirti kreidibilitas, reileivansi, dan validitas dari suimbeir 

liteiratuir teirseibuit. 

3) Peinguimpuilan data. Seiteilah meilakuikan seileiksi suimbeir 

liteiratuir, peinuilis meinguimpuilkan data dari liteiratuir yang 

reileivan deingan to ipik peineilitian. Data yang dapat diambil 

dari liteiratuir teirseibuit dapat beiruipa infoirmasi meingeinai 

peiratuiran peiruindang-uindangan teirkait hak atas tanah dan 

peindaftaran hak atas tanah, kasuis-kasuis huikuim teirkait 

keiteirlambatan peindaftaran hak atas tanah, dan teioiri-teioiri 

huikuim teirkait masalah ini. 

4) Analisis data. Seiteilah meinguimpuilkan data, peinuilis 

meilakuikan analisis teirhadap data teirseibu it. Analisis ini 

dapat dilakuikan deingan meimbandingkan data dari beirbagai 

suimbeir liteiratuir, meimilih data yang paling reileivan dan 

valid, seirta meinyu isuin data teirseibuit dalam seibuiah keirangka 

peimikiran yang teirstruiktuir. 

Deingan meilakuikan stuidi keipuistakaan meingguinakan 

inveintarisir liteiratuir yang ada, peinuilis dapat meimpeiroileih data 

yang leingkap dan aku irat meingeinai toipik peineilitian. Seilain itui, 
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stuidi keipuistakaan juiga dapat meimbantui peinuilis uintuik 

meimahami teioiri-teioiri dan peiratuiran peiruindang-uindangan 

teirkait masalah yang seidang diteiliti. 

b. Dalam peineilitian ini, teiknik peinguimpuilan data lapangan yang 

akan diguinakan adalah oibseirvasi dan wawancara. Oibseirvasi 

dilakuikan deingan cara meingamati seicara langsu ing oibjeik yang 

diteiliti, yaitui hak atas tanah yang beiluim didaftarkan. Oibseirvasi 

dilakuikan uintuik meingeitahuii koindisi dan karakteiristik hak atas 

tanah yang beiluim didaftarkan, seirta koindisi lingkuingan dan 

situiasi di lapangan yang beirkaitan deingan masalah teirseibuit. 

Seidangkan uintuik teiknik wawancara, dilakuikan deingan cara 

meilakuikan wawancara deingan pihak-pihak yang teirkait, seipeirti 

peimilik hak atas tanah, pihak Kantoir Peirtanahan, pihak Kantoir 

Deisa dan pihak-pihak lain yang teirkait. Tuiju ian wawancara 

adalah uintuik meimpeiroileih infoirmasi dan pandangan dari 

beirbagai peirspeiktif meingeinai masalah keiteirlambatan 

meindaftarkan hak atas tanah, teirmasuik faktoir peinyeibabnya dan 

dampak huikuimnya. 

Deingan meingguinakan keiduia teiknik peinguimpuilan data teirseibuit, 

diharapkan peineiliti dapat meimpeiroileih data yang leingkap dan akuirat 

meingeinai peirmasalahan yang diteiliti, seihingga dapat meimbeirikan 

hasil peineilitian yang beirmanfaat dan reileivan deingan masalah yang ada 

di lapangan. 
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5. Alat peinguimpuilan data 

Alat yang diguinakan dalam peineilitian meilipuiti: 

a. Keipuistakaan  

Uintuik ,meindapatkan data keipuistakaan peinuilis meingguinakan  

inveintaris data yang meiruipakan alat peinguimpuilan data yang 

diguinakanuintuik meinguimpuilkan, meingoirganisasi, dan 

meinganalisis data yang suidah teirseidia dalam doikuimein teirtuilis, 

reikaman auidioi mauipuin videioi, arsip, dan data yang lainnya.  

b. Lapangan 

Uintuik meindapatkan data lapangan peinuilis meimbuiat daftar 

peirtanyaan yang disu isuin uintuik wawancara seicara lisan dan 

seisuiai deingan peidoiman wawancara keimuidian dituinjang oileih 

alat peireikam suiara beiruipa handphoinei. 

6. Analisis data 

 Data yang teirkuimpuil disajikan seicara deiskriptif dan analisis seicara 

yu iridis kuialitatif, yaitui data yang teirkuimpuil disajikan seicara 

deiskriptif dan analisis seicara kuialitatif, yakni leibih meineikankan 

analisisnya pada proiseis peinyimpuilan seirta dinamika huibuingan antar 

feinoimeina yang diamati meingguinakan loigika ilmiah. Artinya bahan 

hu ikuim yang suidah dikuimpuilkan, di uiraikan dan di tata seicara 

deiskriptif dan dianalisa seicara kuialitatif yaitui deingan peineilitian seisuiai 

deingan peirmasalahan peineilitian keimuidian disisteimasikan yang 

seilanjuitnya dijadikan dasar dalam peingambilan keisimpuilan. 
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7. Lo ikasi peineilitian 

 Dalam hal ini peineilitian u intuik peinuilisan huikuim ini beirloikasi di 

teimpat yang meimpuinyai ko ireilasi deingan masalah yang di kaji oileih 

peineiliti, adapuin loikasi peineilitian di bagi meinjadi 2, yaitui : 

1) Kepustakaan 

a. Peirpuistakaan Faku iltas Huikuim Uiniveirsitas Pasuindan 

Banduing, Jl. Leingkoing Beisar Noi.68, Cikawaoi, Keic. 

Leingkoing, Koita Banduing, Jawa Barat 40261 

b. Peirpuistakaan Puisat Uiniveirsitas Pasuindan Banduing, Jl. 

Tamansari Noi.6-8, Tamansari, Keic. Banduing Weitan, Koita 

Banduing, Jawa Barat 40116 

2) Lapangan  

a. Deisa Bantarjati Keicamatan Keirtajati RT 006, RW 003 

Kabuipatein Majaleingka Proivinsi Jawa Barat. 

b. Kantor Kecamatan Kertajati Jl. Raya Kadipaten, Jatitujuh, 

Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. 

c. Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka Jalan Gerakan 

Pramuka No. 41 Majalengka Wetan Provinsi Jawa Barat. 

 

 


